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ABSTRAK

Berdasarkan hasil pra survel yang penulis lakukan, menurut responden
didapati adanya permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pola titip
kelola antara pemegang izin_d’besto chicken=and burger dengan investor.
Permasalahan bermula ketika pthak d’besto chicken & burger yang berada di pusat,
terlambat dalam pengiriman bahan baku sehingga hal tersebut mampu meghambat
proses hisnis dan membawa kerugian bagi pihak D’besto chicken & Burger cab.
Srikandi Kota Pekanbaru Menurut-keterangan yang disampaikan oleh salah satu
investor hahwa kerugian yang mereka dapati mencapal Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah) per hari dan keterl ambatan terjadi selama3 hari kerja, artinya pihak D’Besto
chicken & Burger cab. Srikandi mengalami kerugian sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga
jutarupiah).

Penelitian yang penulis lakukan ini menetapkan masalah pokok vyaitu
Bagal mana Pel aksanaan Perjanjian Kerjasama Pola Titip Kelola Antara Pemegang
Izin D’besto Chicken & Burger Dengan Investor Di Kota Pekanbaru dan Apakah
yang menjadi Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pola
Titip Kelola Antara Pemegang Izin D’besto Chicken & Burger Dengan Investor Di
K ota Pekanbaru.

Penulisan ini jika dilihat dari jenis penelitian penulisan, maka tergolong
sebagal pendlitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hanya didasarkan kepada
Data Primer yaitu data utama yang penulis dapat dari lapangan dengan cara
mel akukan wawancara | angsung dengan beberapa responden yang sudah ditunjuk
penulis

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa : \Waral aba merupakan
suatu perikatan / perjanjian antara dua pihak dimana semua ketentuannya mengacu
pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1313 K UHPerdata tentang
perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdata tentang sahnya perjanjian dan ketentuan Pasal
1338 ayat (1) KUHPerdata tentang asas kebebasan berkontrak. Perjanjian
waral abaadal ah perjanjianyang tidak bertentangan dengan undang-undang, agama,
ketertiban umum, dan “kesusilaan. Daam prakitek di lapangan terjadi
penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh franchisee. Penyimpangan ini
menimbulkan wanprestasi yang berakibat kerugian pada franchisor. Hambatan-
hambatan yang dtemui oleh para pihak Mengenai Pgjak atasroyalti (PPn) selama
ini menjadi beban terwaralaba, sedangkan royalti yang diterima oleh pewaralaba
adalah nilai bersih dari gross sales, Pengenaan royalti umumnya didasarkan pada
gross sales, namun demikian pada perjanjian waralaba Indonesia didasarkan pada
gross income sedangkan pada perjanjian waral aba asing menggunakan dasar gross
sdes dan adanya kewgjiban pembayaran fee-fee lainnya sebagaimana
ditentukan oleh pewaralaba antara lain seperti advertising fee, training fee, dan
management service fee, Program pelatihan yang tertuang dalam perjanjian
waraaba Indonesia tidak diatur secara tegas bentuk dan waktunya berbeda halnya
dengan di sebagian perjanjian waralaba asing.
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ABSTRACT

Based on the results of the pre-survey conducted by the author, according
to the respondents, there were problems in the implementation of the cooperative
agreement between the holders of the d"besto chicken and burger permit holder and
the investor. The problem. began when the ‘chicken.& burger party at the center,

'ﬁ S occur for 3
(01 B
a.')_ ffered a loss

S IS an agreement /
agreement betwe , “"'“L; e all the'pro S refer to the Civil Code,

order and decency. In practice in t eld there are irregularities / violations
committed by the franchisee. These deviations lead to defaults that result in losses
to the franchisor. Constraints encountered by the parties regarding Taxes on
Royalties (VAT) so far have been franchised, while royalties received by
franchisees are the net value of gross sales. The imposition of royaltiesis generally
based on gross sales, however the Indonesian franchise agreement is based on gross
income whereas in aforeign franchise agreement using a gross sales basis and the
existence of other fee payment obligations as determined by the franchisee such as
advertising fees, training fees, and management service fees, the training program
contained in the Indonesian franchise agreement is not strictly regulated and the
timeis different in some foreign franchise agreements.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT yang memberikan limpahan rahmat dan

-

‘ -\ » . -. \ & '
3
g
a
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=
Q.

pengetahuan yang penu
luput dari salah dan I‘khiilaf.? Dalam pe ah maupun p;ﬁuli%\n, Dalam merangkai
katamaupun kalimat, masi .h banyak terdapat Iiékurangan untuk perbaikan dan demi
kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan
kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moril

maupun materil terutama dari kedua orang tua penulis yang penuh ketabahan dan

kesabaran senantiasa memberikan kasih sayang dan curahan do’a untuk

xi
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BAB |

PENDAHULUAN

g tersebut tercipta
or ‘ukum. Dalam
L ol

makna.ur asaan dapat dikata i perbliaton atau mel akukan
kerjakan secara

npok (Tengker,

Hukum tersebut

yang tentur‘u ]

an individual, melainkan

o |
ar akat? a;ﬁeﬁ‘yﬁ/ harus dialami oleh
sejumléh

Q:ang o bept-uKyk mpok maupun mayoritas

masyarakat ter ut\\\_\'

2. Kebiasaan tersebut harus menyangkut suatu perbuatan (komisi) dan
penahanan diri (komisi), artinya disini harus adanya fleksibilitas
sehingga adanya kebebasan memilih, meskipun jumlahnya sedikit.

Hal ini agar komisi dan omisi dapat berjalan sempurna;
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3. Kehidupan dalam bermasyarakat harus dialami sebagai sesuatu yang
mempunyai kekuatan mengikat;

4.  Kebiasaan tersebut harus dikukukan oleh penguasa umum (Tengker,

juga dengan perikatan, 'ber___i ka@an yang terjadi lahir IZ'armé adanya perjanjian.
Hukum adalah smuatd yaﬁg hadir""gur;é'kepenti ngan masyarakat, kehadiran
hukum tersebut mampu membawa sebuah tatanan masyarakat agar tercipta
keadilan. Keadilan dalam hal ini dengan harapan dapat memberikan perlindungan
baik secara perorangan ataupun secara kolektif, memberikan sesuatu sesuai hak

serta persoalan dapat berlaku sama tanpa ada perbedaan (Wibowo, 2013).



nery wejsy sejsIdAmu ueeyeisndiog

s I disay yejepe 1l udwnyo(g

Perjanjian sendiri diatur menurut KUHPerdata yaitu pada pasal 1313 yang
menyatakan bahwa :

“ Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirin /a terhadap satu orang Ialn t

kedua belah pihak
mengenai h;;J;hd /ang objek pex Sepakal éialah persesuaian
te 11'_ft'. “Terkadang apa yang
‘ menjur'i)s hal yang sama meskipun
demikian akhirnya berlaku tlmbal bdlk hmgga keinginan kedua belah pihak
bertemu dan tercapai keﬁepakatan satu sama lain. Maka hal ini melahirkan sebuah
perjanjian setelah diterimanya proses tawar menawar (offerte) . Suatu perjanjian
bagi satu pihak berarti memenuhi kewajiban untuk mengadakan sesuatu yang telah

dijanjikan dan dapat dituntut dalam pihak yang lain dalam hal yang tidak ditepati.
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Kewajiban ini dinamakan “prestasi” menurut BW Pasal 1234 prestasi mempunyai

3 (tiga) jenis, iaah:

1. Memberikan sesuatu

atau lebih,

Ya
Lebihrll jut serta memelihara
keseimbangan H{%(qr pal K sehel akuk a sebuah kesepakatan

- - 4
ataupun perikatan %‘{Elmi_rnya me erbi(tkéQ'_ Jjah perjanjian, para pihak

W neS
sebaiknya mengetahui asas- a .beH u dalam perjanjian. Ha tersebut

sebagal dasar untuk mengatur perjanjian yang pada akhirnya menjadi sebuah
perikatan. Berikut ini dibahas asas-asas umum hukum perjanjian yang diatur dalam

KUHPerdata:
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a. AsasKonsensualisme, menurut asasini bahwa kesepakatan yang dibuat
oleh kedua bel ah pihak telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Meskipun perjanjian antara kedua belah pihak hanya dalam berbentuk

enimbulkan hak dan

an na bahwa para pihak

- . 4
dalam 'm % an kesepakatan atau perjanjian diberikan kebebasan
'\ ;ﬁ?p -
dalam merumusk i.&\;;édgr}?a}ferwbut. Karena didalam perjanjian
memuat mengenal hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak
dan is perjanjian bukanlah sebagai sesuatu yang dilarang. Ketentuan

Pasal 1357 KUHPerdata menyatakan bahwa, suatu sebab adalah
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terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila
berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

c. Perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang (Pacta Sunt Servanda),

KUHPerdata yang

S &b

‘memaksa serta

ebut diatur oleh

Jp “»\\"

| ini maksudnya
as yang telah

nya harus dihormati

kehé'ﬁdak para pihak hingga

%perﬁ{flpya da S.S
perjanjian: lér%but dmyat 3 tutup\»‘

Menurut Pasal - 1 SRNG 11’»14“1(UH Perdata (BW) yang dinamakan
persetujuan adalah suatu tindakan maupun perbuatan dalam mana seseorang atau

lebih mengikat diri dengan seorang lain atau beberapa orang lain. Berikut unsur-

unsur yang mutlak dalam perjanjian adalah sebagai berikut
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1. Kaidah hukum
Kaidah dalam pandangan hukum terbagi 2, yaitu kaidah yang berbentuk

tertulis dan tidak tertulis. Dalam hal ini Kaidah yang berbentuk tertulis yaitu

g-undangan, Doktrin,

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa kata sepakat sebagai
bagian dari syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian. Kesepakatan atau dalam kata
lain konsensus merupakan pernyataan penyesuaian kehendak para pihak mengenai

hal yang diperjanjikan.
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5. Akibat hukum
Perikatan yang ditimbulkan dari perjanjian merupakan salah satu hubungan

hukum, sehinggadalam katalain bahwa perjanjian tentunyamemiliki akibat hukum

3 A dimana diantara kedua belah
pihak telah  tercapa kehendak untuk mengadakan
perikatan.

f. Perjanjian Istimewa menurut Sifatnya
Perjanjian Istimewa meliputi sebagai berikut : a. Perjanjian liberatoir,
perjanjian pembuktian, perjanjian untung-untungan dan perjanjian
publik” (Thalib, 2008).

Dalam hal ini mengenai perjanjian polatitip kelola, mengenai perjanjian ini
secara eksplisit tidak diatur penjelasannya dalam undang-undang maupun dengan

teori, ketentuan yang dipedomani adalah Buku |1l KUH Perdata yang terdiri atas

8
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suatu bagian umum dan suatu bagian khusus. Subekti berpendapat tentang
peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan yaitu :

“Bagian umum misalnya tentang bagaimana lahir dan hapusnya perikatan,
perikatan  dan  sebagainya«Bagian khusus memuat

i perjanjian-pe @n yang banyak dipakai
BMma-nama tertentu,

i
L
DL

ini dapat

ditandatangani oleh para pihak yaitu :
1. Wisang Mahatmaja, beralamat di VillaMutiaraBlok R/07 RT/RW 002/002,
Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan; dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama PT Setya Kuliner Mandiri, selanjutnya

dalam perjanjian ini disebut Pihak Pertama.
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2. Joni Lam dengan penyertaan modal investass 35% yang beralamat di

JL.Sukoharjo Gg. Asoka No. 58, Sukamulia, Sail, Pekanbaru dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama pribadi, selaku penerima kerjasama,

ijin D’Besto Chicken a’ﬁd___Bu_rger dengan para lnvé'é;tor égar usaha maupun bisnis
yang dijalankan mmdapatkan~aralhan'yahb jelas

Berdasarkan hasil pra survel yang penulis lakukan, menurut responden
didapati adanya permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pola titip
kelola antara pemegang izin d’besto chicken and burger dengan investor.

Permasal ahan bermulaketika pihak d’besto chicken & burger yang beradadi pusat,

10



terlambat dalam pengiriman bahan baku sehingga hal tersebut mampu meghambat
proses bisnis dan membawa kerugian bagi pihak D’besto chicken & Burger cab.

Srikandi Kota Pekanbaru (Wawancara bersama Ibu Musnimar, salah satu Investor

uli 2019, bertempat

) L

2 estor bahwa

= piah) per hari

= ¥

Er 2 hicken &
R

E 5; - (tiga juta

B S

- = |

— iy penulis untuk

E ;: engan Judul “

@ = J IP KELOLA

-

- M

7 é RGER DENGAN

» Z

— .

B =

E -

E tian tersebut, adapun

=]

=

Antara Pemegang Izin D’besto Chicken & Burger Dengan Investor Di

K ota Pekanbaru ?
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2.  Apakah yang menjadi Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan
Perjanjian Kerjasama Pola Titip Kelola Antara Pemegang lzin

D’besto Chicken & Burger Dengan Investor Di Kota Pekanbaru ?

Implementasi

alankan antara

para Investor

a  Untuk mengeksplorass teori dalam proses perkulighan serta
membandingkan pelaksanaannya di masyarakat khususnya mengenai

perjanjian polatitip kelola.
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b. Sebaga saranapengembangan pemikiran daninovasi penulisdalam hal

perjanjian polatitip kelola.

c. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat

Perjanjian dalam arti seperti ini bahwa perjanjian terkandung unsur perbuatan
antara satu orang atau lebih dengan satu orang lainnya atau lebih yang telah

mengikatkan dirinya.

13
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Sedangkan subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah hubungan hukum
antara dua orang bisa juga lebih, salah satu pihak wajib memberikan tuntutan

sedangkan pihak lain mewujudkan tuntutan itu. Perjanjian juga tergolong sebagai

-
< ]

fau Lnsur perjanjian

Pada hakikatnyg bghvya perjanjian hanya akan bérsifat mengikat bagi para
pihak yang melakukan perjan}iari‘; hal tersebut terdapat pada pasal 1338 Ayat (1)
KUH Perdata, kemudian diperjelas dengan Pasa 1315 KUH Perdata (Chairun
Pasribu, 2011). Perjanjian menjadi hal terpenting, karena apabila hanya membahas

perikatan maka cakupan pengertiannya sangat beragam, sedangkan perjanjian

14
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adalah bagian dari perikatan dan dianggap sebagai awal |ahirnya perikatan, sifatnya
pun konkrit dan mengikat para pihak.

2. Syarat Sah Perjanjian

Menurut B 1320 K HPerdata, sebue dianggap sah apabila

. “E‘E

2lah pihak harus

Ldepet dinyatakan

3 akan berlaku

, i“. untuk
mel akukan suatll | dalam| ji@n, dalam pandangan
hukum ba w’

orang-orang ,@:o g dianggap tidak cakap.

Oarang-orang

atan hukum, kecuali

ang belum dewasa, orang

dalam pengampuan

C. Suatu Hal Tertentu
Menurut KUH Perdata hal tertentu adalah :

1.  Suatu ha tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah

harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling

sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata);

15
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2. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat
menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata);

Contohnya seorang pedagang telur, pedagang ayam ternak harusjelas

bar ..;_“ 4 '-... Olaln frs haI‘UdeaSUkUI’an
B T e - .

h sebagai berikut:
. ang membuatnya
nji itu mengikat.
apihak yang membuatnya (Pasal

1340 janjian dapat mengikat pihak ketiga

apabila telah diperjanjikan sebelumnya (Pasal 1317 KUH Perdata).
(Soeroso, 1999)

c. Konsekuensinya para pihak dalam perjanjian tidak dapat secara
sepihak menarik diri akibat-akibat perjanjian yang dibuat oleh mereka

(Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata).

16
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d. Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak jika ada alasan-alasan yang
oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat (2)

KUHPerdata), yaitu seperti yang termuat dalam Pasal 1571, Pasa

eroso, 1999)

.ﬁ engan itikad

-
7’
’

: k harus ada

persifal  memaksa

perjanjian, maka seluruh

an yang bertentangan dengan

undang- Q 'gb ‘-n menjadi batal.” (Soeroso,
1999). _ES-
4, Hubungan Hukum dalam Perjanjian
Hubungan hukum merupakan hubungan yang dapat menimbulkan akibat
hukum. Hubungan tersebut dijamin serta dilindungi oleh hukum serta Undang-

Undang yang berlaku. Apabila para pihak telah mengikatkan diri dalam suatu

17
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perjanjian, maka para pihak tersebut secara sukarela untuk memenuhi Hak dan
Kewgjibannya. Sedangkan apabila salah satu pihak sgja yang menjalankan

perjanjian tersebut, maka hal ini dapat diproses melalui pengadilan. Sehingga,

tersebut maka hakal_@n dipe
5. Pengertian Wa’(r al___abg

“Kata waralaba sendi ;i berasal dari I-d-'ua kata yaitu wara dan laba. Wara
memiliki arti istimewa atau lebih, dan laba berarti keuntungan. Kata waralaba
pertamakali diperkenalkan oleh LPPM sebagai padanan kata franchise. Pengertian
waralaba di Indonesiapun beragam. Waralaba dapat dirumuskan sebagai suatu

bentuk sinergi usaha yang ditawarkan oleh suatu perusahaan yang sudah memiliki

18
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kinerja unggul karenatelah didukung oleh sumber daya berbasis pengetahuan dan
orientasi kewirausahaan yang cukup tinggi dengan tata kelola yang baik dan dapat

dimanfaatkan oleh pihak lain dengan melakukan hubungan kontraktual untuk

1a dalam rangka
‘ erhasl dan dapat
kan perjanjian

disebut Kepmendag N(g 31 Tahun 2008), yaltu padaPasaI 1 angka 1:

“Waralaba merupakan perlkatan antara pemberl waralaba dengan penerima
waralaba dimana penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan
usaha dengan memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan
intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi
waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan
oleh pemberi waralaba dengan sgfumlah kewajiban menyediakan dukungan
konsultas operasional yang berkesinambungan oleh pemberi waralaba
kepada penerimawaralaba.”

19
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“Berdasarkan pengertian Pasal 1 angkal PP No 42 Tahun 2007 diatas, dapat

diperinci bahwa terdapat unsur-unsur pengertian waralaba yaitu hak khusus, para

pihak (pemberi atau penerima waralaba) perseorangan atau badan usaha, sistem

berupa keuntungan sesﬁal yang diperjanjikan.”
6. Perjanjian Waralab'c; | .
“Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007
perjanjian waralaba dibuat secara tertulis antara pemberi waralaba dan penerima
waraba, dengan memperhatikan syarat sahnya perjanjian yang harus terpenuhi

dalam perjanjian waralaba, perjanjian waralaba ini dibuat dengan memperhatikan

20
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hukum Indonesia dan dibuat dalam bahasa Indonesia, dalam hal perjanjian waralaba

ini dibuat dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan dalam

bahasa Indonesia.”

em, dan pemasaran
[\Waralaba; wilayah

jenis perjanjian. Perjar';jia__n yang dimaksud bia;aﬁya terdapat perjanjian lisens,
perjanjian merek, perjanjian~ paten perjanjlan bantuan teknis dan mengenal
perjanjian yang menyangkut kerahasian. Setelah syarat-syarat perjanjian waralaba
telah di penuhi oleh parapihak, baik pemberi waral aba maupun penerimawaralaba
dan telah bersepakat, maka perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak dan

berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka.”
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E. Konsep Operasional

Untuk memberikan arah dan tidak menimbulkan salah pengertian yang

berbeda dalam pes _\‘..;,'\-, nulis memberikan judul yaitu :

L=

b

[iNg, $2019). Sehingga

s
i Penerapan atas
7.
3esto Chicken &
Burger denfi g -~ _ -
at ‘dengan mana
7
satu orang fg.lain atau lebih
y 4
(Tjitrosudib
s |

@ secarabersama-
/
v farminta, 1985).
'2019), maksud
N0 dalam kerjasama

Tnvestor

| 1
antara Pemeﬁ 1zi
I_} / L
Titip )n@nu an atau m&tl&;{KBBl Vers Daring,
LN g:dr

2019), sehingga tltlpyé ada didala enqmql' alah amanat para Investor

;eukj&_\kepada Pemegang Izin D’Besto Chicken

untuk mengkawal sgjumlah d
& Burger Pekanbaru.

Kelola adaah menjalankan (KBBI Versi Daring, 2019), bahwa dalam
penelitian ini para investor menyerahkan jalannya usaha kepada pihak D’besto

Chicken & Burger untuk menjalankan usahanya.

22



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

: qIp disay yejepe i uawnyo(g

D’Besto Chicken & Burger adalah satu merek dagang untuk produk fried
chicken dan burger yang sedang berkembang, di bawah bendera PT. Setyanda Duta

Makmur berdasarkan pada Akta Notaris Muhammad Syarif Umar, SH., MKn,

dengan nomor : A ( y%'\ 02.01 Tahun 2012 oahan : No.03, tanggal

06-02-20

uangrigt/'

Daring, 20

| ukum adalah

Suatu proses Ukum, maupun

doktrin-doktdih h ». Secara lebih
lanjut Soe v a ¢ . angkan ba enelitian  hukum

| 1 ] ' '
merupakan sué ™ e, sistematika dan

pemikiran ‘t ef ' beberapa gejaa

o
'R - 4
Jemé{t‘tian ini adalah pen@%kum empiris. Penelitian

hukum empiris mmgkq&tmu@ang dikonsepkan sebagai perilaku nyata

(actual behavior), sebagai ggala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang

| \
hukum terten@en

dialami setigp orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dalam
penulisan hukum ini peneliti mengunakan penelitian yang dapat

dikategorikan sebagal suatu penelitian hukum empiris atau sosiologis,
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yaitu pada awalnya yang diteliti data sekunder, kemudian dilanjutkan

dengan penelitian terhadap data primer yang diperoleh di lapangan.

(Soekanto, 42 : 2012)

SAeNAN
=
=
o)
o

t maka dalam

-

Per sentase
(%)

100

25
62,5

4. Data dan Sumber Data

a Data Primer
Yaitu data yang diperolen secara langsung dari objek

penelitian pada Instans yang bersangkutan dengan masalah yang

24
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diteliti yaitu pada D’Besto Chicken & Burger cabang JI. Srikandi,
K ota Pekanbaru

b. Data Sekunder

ang bersumber dari

& ; Chicken &

y

y
-
<o

pak ,@, ode pengumpulan data

yang sedang diteliti penulis. Metode ini digunakan didalam
penelitian sosiologis yaitu hanya untuk mencari data sekunder dan

mendukung data primer.

25



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

I disay yejepe 1ul udwnyo(g

C.

Studi Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu

cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam

a dan gambar yang

26
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7. Metode Penarikan Kesimpulan
Penelitian dianalisis dengan cara menggambarkan keadaan yang

sebenarnya serta diinterpretasikan atau ditafsirkan dengan cara

aahli serta peraturan-

iteliti untuk
metode
késimpulan dari

AL pertanyaan
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BAB 11

TINJAUAN UM UM

Tinjauan tgg

‘ﬁ hukum dan
? } at dikatakan
‘ ) mana sebagai
" ‘ merupakan
e seperangkat
adapat kita
apa pihak saling

8ebagai mana yang

Perjanjian a ht orang telah berjan

kepada satu fg it saling berjanji untuk
! e (

melakukan suatu h geh rjanjiar melahirkan hubungan hukum.

Karenadengan adan)‘la el;sebut hak'da k %ncul bagi masing-masing
pihak yang membuat perj anjl quuz}q'tl_}akjmjian dalam sudut yuridis terdapat
pada pasal 1313 KUHPerdata dan perjanjian apabiladilihat berdasarkan formatnya
maka perjanjian merupakan suatu perikatan yang memuat unsur janji maupun

kesanggupan baik secara lisan maupun tertulis (Rahman, 2000).
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Menurut para sarjana hukum bidang perdata yang pada khususnya,

memberikan suatu pendapat bahwa defenisi perjanjian sebagaimana adanya

bunyi salah satu
mengikatkan dirinya
1 “mengikat” tersebut

adanya dua belah pihe g membutuhkan.

K ata perbuatan mencakup jlga tanpa consensus

Dalam pengertian perbuatan memiliki beberapa arti seperti halnya
dalam istilah perbuatan yang berupa tugas yang dapat dikerjakan oleh
orang lain tanpa kuasa (zaakwerning). Perbuatan melawan hukum
(onrechtmatigedaad) yang tidak mengandung suatu konsensus
seharusnya dipakai kata persetujuan.

c. Defenis perjanjian memiliki cakupan yang terlalu luas
Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata dinilai memiliki
cakupan yang luas, sehingga perjanjian yang dimaksud tersebut juga
dapat dikaitkan dengan perjanjian perkawinan, sementara maksud
daripada pasal tersebut seharusnya untuk hubungan hukum yang

berkaitan dengan material. Dalam rumusan Pasal jugatidak dijelaskan

29



nery wejsy sejsIdAmu ueeyeisndiog

s I disay yejepe 1l udwnyo(g

mengenai tujuan untuk mengadakan perjanjian, jadi para pihak tidak
memiliki kejelasan terkait tujuannya apa” (Satrio, 1992)

Istilah perjanjian semula merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu

dinamakan sebaéa’ "E)e;setuju N arena hal tersebut telah memiliki
kaitan bagi kedua belah pi Lakﬂyargg bersepd<at,_lj‘ntuk lmel akukan sesuatu.
2. Unsur-Unsur Perjanjian —

Adapun Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan hukum perjanjian

dikategorikan sebagal berikut:
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Kaidah hukum
Kaidah menurut wujudnya terbagi atas dua kategori yaitu : kaidah

tertulis dan tidak tertulis. Kaidah tertulis merupakan kaidah yang terwujud

dalam ben _ " g di : . perundang-undangan,
erupakan

tumbuh dan

O éubjek hukum
: ang dan badan
\ dir aksud yaitu PT.

» 7
i!_ﬁ' d ¥ a Investor.

terdiri dari beberapa

Yo ‘v
hal yai .. N tidak berbuat sesuatu.
) e ¢
Sehi ngga‘p( i mel 1 hal wa ¥ harus dipenuhi oleh para pihak

dalam perj anuéﬂ&atpun kesepakatan  dibuat.

Kesepakatan k \\\_\' \'J

Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa ada empat syarat yang
wajib dipenuhi para pihak dalam membuat perjanjian. Salah satu diantaranya
yaitu kesepakatan, kesepakatan merupakan persetujuan para pihak.

Kesepakatan dapat terjadi melalui berbagai proses yang dilalui oleh kedua
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belah pihak, yang paling penting adalah para pihak harus saling menerima
penawaran — penawaran yang diajukan dan mencapai sebuah kesepakatan.

e Akibat hukum

an bahwa Perjanjian

embentuk

ibat hukum

an mengenai risiko.

Risiko wajib mﬁ : pabilaada kerugian yang
terdapat dalam kesepakatan'e 't %‘f‘; all masing-masing pihak. Ajaran

ini timbul apabilater keadaan memaksa i ermacht).

dengan keadaan memaksa. Perlunya

Risiko tentunya memiliki. hubunga
kejelasan para pihak. Pihak mana yang memiliki tanggung gugat dan pihak yang
bertanggung jawab umtuk menanggung risiko atas kejadian dalam keadaan

memaksa tersebut (Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, 2010).
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Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan risiko adalah : “kewajiban
memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah

satu pihak.” Sedangkan menurut Sri Redjeki Hartono risiko juga merupakan

pihak. Pring pﬁyé ba or
menyusun kaaaﬁé[j dala Al |£up1 hak dominan tersebut
memberikan syarat ya'ﬁg ___fbe(sifat baku dan sepi hak. I5erj anjian baku ini tidak
melalui proses tawar menawa}an 'fnaﬂpuﬁ"pe;ﬁhdi ngan selayaknya perjanjian yang
seharusnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut bersifat sepihak.
“Perjanjian baku telah dikenal dalam masyarakat dan sangat berperan
terutama dalam dunia usaha. Istilah perjanjian baku dalam bahasa Belanda dikenal

dengan standard voor vaardeen, dalam hukum Inggris di kenal dengan standart

33



contrac. “Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah
dituangkan dalam bentuk formulir, kontrak ini ditentukan secara sepihak oleh salah

satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap pihak ekonomi lemah.” (Salim,

s I disay yejepe 1l udwnyo(g
@
8
c
N
S
S

Az. NaSLm{‘gHam huktinya konsury
dengan syarat- syarat lfak? adalah konsg

nery wejsy sejsIdAmu ueeyeisndiog

s tertqls"‘;?mg dimuat dalam beberapa
perjanjian yang masih akan |bl}at }ané‘jumlahnya tidak tertentu tanpa terlebih
dahulu membicarakannya. (Nasution, 1995)

Perjanjian baku atau perjanjian standar merupakan perjanjian yang telah
dibuat dalam bentuk standard dan telah diterbitkan dalam bentuk blanko dengan

jumlah banyak. Adapun format perjanjian baku ini biasanyan memuat nilai
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transaksi, objek transaksi hinggajumlah barang yang ditransaksikan. Sehingga bagi
pihak yang membuat perjanjian baku tersebut tidak memberikan pel uang sedikitpun

baik itu negosiasi dan sebagainya untuk mengubah klausula perjanjian.

aku dapat dibedakan

untuk rf;regaga o
beberapa peﬂ)ufan hukum sa a, sepqlkhak aas tanah. Dalam bidang
agrarian dengan formu"ir ?arm‘hhr perjanjlan sebagaimana diatur dalam
SK Menteri Dalam Negeri Tanggal 6 Agustus 1977 No : 104/Djall977
berupa antaralain Akta Jual Beli, Model 1156727, AktaHipotik Model

1045055 dan sebagainya.
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d. Perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan Notaris atau Advokad
merupakan perjanjian yang secara format maupun konsepnya telah

ditetapkan dan dipersiapkan untuk memenuhi serta menjawab kebutuhan

i Advokad maupun

_ éhgan membayar
sgumlah dantff'j _ rje danile Klausula itu terjac
h_ejanjian baik secara
individual maupl.( r}iaaal

“Menurut AhmaG f\/hru dan arman\»c'fdo "perjanjlan baku dengan
klausula eksonerasi yang meni ad!xka}!\at‘a’t: mernbatas kewajiban salah satu pihak
(kreditur) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur, memiliki ciri sebagai
berikut :

a. lIsinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif

kuat daripada debitur;
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b. Debitur samasekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;

c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian

tersebut;

idual (Miru,

Q
b

——

A %
2
QD
o
g
=}
3

[)
D

&«

£y

p a secara khusus
m ,
b. erber
yang terdapat dalam

"dalam kemasan lainnya

e

(Nasution, 1995). 4\ .\

Dalam Buku Q KUHPerdata diketahui bahwa perjanjian lahir dari

adanya perikatan, bukan hanya itu saja dalam buku ke 111 KUHPerdata diketahui
adanya perjanjian yang lahir karena adanya Undang-Undang. Didalam buku ke 111
juga menjelaskan bahwa adanya aturan-aturan umum dalam perjanjian dan aturan

khusus dalam perjanjian tertentu yang namanya telah diatur berdasarkan Undang-
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Undang. Perjanjian baku dalam hal syaratnya tidak terlepas dari perjanjian atau
kontrak pada umumnya:

a.  Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

b. Kecak "k‘ nembuat suatu.pe

S =

/)
7

5. nyjia Baku

an da Jam lingkup
yuridisi E - L perjanjian.

; o !

Asakan pe ML l' kesusilaan
(pasal 123 : Sesuai  dengan
kebutuha “dipandang bahwa

kedudukan k

{
maupun  penget njian. Dalam  proses

cekuatan materi

/

k an yang dominan

pembentukan pel
ada kekuatan hanya bisa

en’gay{erjanjian yang telah

disbanding (\i%?ﬁén

menerima ataub(}n@n
digjukan. Q(

Asas penting dalam pekarhe‘\\r}\gl'ﬁw—satunya yaitu asas kebebasan dalam

o >

berkontrak yaitu asas yang mana para pihak bebas untuk menentukan perjanjian.
Namun bebas yang dimaksudkan bukanlah kebebasan yang terbukaluas melainkan
kebebasan yang masih dalam tatanan dan tidak melanggar kesusilaan maupun

kepentingan umum.

38



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

: qIp disay yejepe i uawnyo(g

Asas kebebasan berkontrak ini memiliki arti bahwa masyarakat punya
kebebasan untuk membentuk perjanjian sesuai dengan kepentingan dan menjawab

kebutuhan para pihak. Kebebasan berkontrak yang dimaksudkan adalah sebagai

an atau tidak

P

perjanjian cep&~@(har1¥3 karena cor)sen’gf, U kesepakatan. Dalam asas
ini bahwa perjanjian han &m‘?ﬁ;telah ada persetujuan para pihak.
b. Mengena akibat dalam perjanjian

Perjanjian memiiki akibat hukum serta perjanjian juga mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat bagi para pihak sebagaimana dalam Pasal 1338 ayat 1

KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian dapat berlaku sebagai
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undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri kedalam sebuah
perjanjian tersebut.

c. Mengenai isi perjanjian

dilakukan dengan asas

perjanjian tersebt{tgah me

Menurut Badrulzr;mfn “di dala erjanjlqk»t"‘r‘kandung suatu asas kekuatan
mengikat, terlkatnyaparaplh p!;ﬂa};erjaaj ian itu tidak semata- mataterbatas pada
apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang
dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.” Selain itu isi perjanjian

sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang membuatnya dengan

mengindahkan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata. Dengan kata lain selama
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perjanjian baku tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan dan

ketertiban umum, maka semua isi perjanjia akan mengikat, apabila pihak dalam

perjanjian tersebut sudah menandatanganinya.

a8 menerima apa yang
mengadakan perubahan
-

; fn.b,_ o

itu sama sekali t|<f;k‘,.ada_ - \B
Berdasarkan urgaq tersebut dapa dlsm&vlzé]w bahwa perjanjian kerjasama

lahir dari kebutuhan masyarakat ‘ataﬁ,pé?ﬁsﬂwaan Itu sendiri, karena dunia bisnis
tidak dapat berlangsung tanpa adanya hubungan kerjasama. Perjanjian kerjasama
sangat dibutuhkan karena masih diterima oleh kedua belah pihak.

Namun yang sering dipersoal kan adalah apakah perjanjian itu tidak bersifat

sangat berat sebelah dan tidak mengandung klausul yang secara tidak wajar yang
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sangat memberatkan bagi pihak lainnya, sehingga perjanjian itu merupakan
perjanjian yang tidak adil. Adapun yang dimaksud berat sebelah disini ialah bahwa

perjanjian itu hanya mencantumkan hak-hak salah satu pihak sgja (yaitu pihak yang

an apa yang menjadi

L = T

»

g 18% § B

_ Wa yang menjadi
dasar adanya peffije ta liber Mandiri (D"besto
Chicken & 'E’grg ' Ti dengan adanya
ehbmgun sebuah unit atau
cabang usaha darl Rest ra? D’besto C len & QJ'@'ET dengan para Investor selaku
penanam modal uwhatersebut M[aka'ata;‘ﬂm kepentingan tersebut, terbentuklah

hubungan kerja sama antara PT. Setya Kuliner Mandiri (D’Besto Chicken &

Burger) dengan parainvestor.
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2. Bentuk Kerja Sama
Mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan bentuk kerja sama antara

PT. Setya Kuliner Mandiri dengan parainvestor telah diatur dalam beberapa pasal

berikut ini: - g
““k&‘r b '
: |”, y
\I
ik
v
F

diberlakukan

l pembuka :

74

a yaitu pola

-
: ‘ara PT. Setya

Kuliner Ma Ngan para investor

~

%bagal m' C
Wi : vl 4 5 (li nd angani tanggal
Empat Belas i

barutan:m |,r‘ lan A {;

lengan perjanjian

meé dalam perjanjian

kerja sama

Chicken & Burger) Cab.

Y
Srikandi deng ar}iqv C . 5]5,"!3 a3 ﬂ%ai berikut:

a Menyediakan desain dan tata letak ruang, perlengkapan d’besto chicken

& burger, mejal?ur ',.L@r}@penyi mpanan bahan, pengol ahan bahan,

penyajian bahan, peralatan perawatan, seragam karyawan, brosur, alat

promosi, kwitansi dan perlengkapan lainnya sesuai standar opersional

pihak pertama.
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b. Menyediakan sumber daya manusiayang terdidik, terlatih dan terampil

untuk melaksanakan usaha d’besto chicken & burger.

c. Menyelenggarakan program pelatihan (training) untuk para karyawan

anya parapihak

eraan Pengadilan

perjanjian kerja&é%ppla [ola ant2 :
Chicken & Burger) m%thvaor yatu : "—Q

a. Pihak Kedua, K!-:h-gk\\@par berhak mendapatkan pembagian
keuntungan atas investasinya, sebesar 40% (empat puluh persen), dari
total keuntungan bersih setiap bulan, setelah dipotong zakat 2,5% (dua
setengah persen), THR Karyawan, bonus omset, dan bonus pimpinan

outlet, biaya penyusutan dan pemeliharaan aat, serta biaya untuk sewa
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tempat di tahun berikutnya, yang akan dibayarkan selambat-lambatnya
pada tangga 10 bulan berjalan untuk keuntungan usaha bulan

sebelumnya.

b. Sebelug etiga dan Keempat

euntungan

: ian tersebut

jugatu o ang ke : an pada pasal 14

er, maka pihak
Keempat untuk

emi menjaga

ggung bersama para
8h prosentase pembagian
rtama ak ghanggung sebesar 60% (enam

puluh per ihak kedua, ke e-:H keempat akan menanggung 40%

Berdasarkan pasal 2 dan pasa 14 dalam perjanjian tersebut adalah sebagai
dasar atau acuan dalam pembagian keuntungan dan kerugian atas usaha yang
dijalankan oleh PT. Setya Kuliner Mandiri (d’besto chicken & burger) cab. Srikandi

dengan parainvestor.
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Kemudian mengenai pembatalan perjanjian kerja sama antara PT. Setya
Kuliner Mandiri (D’besto Chicken & burger) dengan para investor telah diatur

dalam Pasal sebagai berikut:

ynag sudah dikeluarkan akibat
perjanjian ini beserta bunga-bunganya.
iv.  Apabila masih ada kewjiba usaha yag masih terhutang, maka

kewajiban tersebut ditanggung para pihak secara bersama, yaitu
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60% (enam puluh persen) oleh pihak pertama dan 40 % (empat
puluh persen) pihak kedua.

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dikemukakan dalam Perjanjian

en & Burger) cabang

Bandung. r : { _1"‘; #
Selanjutnya pada tahun 1‘99@‘«m k?rss moneter melanda Indonesia yang

akhirnya memiliki dampak bagi keberlangsungan usaha KUFC selain itu juga

mewabahnya kasus flu burung di sejumlah tempat di Indonesia yang membuat

minat masyarakat untuk mengkonsumsi ayam semakin menurun. Hingga hal ini

membuat KUFC hanya menyisakan beberapa gerai sgja, seperti wilayah depok dan
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bogor. Pada tahun 2010 KUFC mencoba menata dan membangkitkan usaha
mereka dengan konsep serta inovas terbaru dengan meningkatkan kualitas rasa

serta sgjian yang lebih menarik dengan format resto mini. KUFC pada tahun ini

juga berubah me ger. Dengan merek

dagang Darusint nenyajil ( \;\_ ain daripada

QD
ayam goreng.|

itu, d -'
Denga @ w

.‘ﬂ un daripada
; h kebawah.

modern, sehingga
A

d’besto cuk [ 8 alh e akat dan juga
F ' -
menam Ve abodetabek.

- :

Se w Irar hun berd ._ ol w bangkit dan

ﬁ: | atau outlet ' er '. ke seluruh
| 7|

’ burger cabang

memiliki

Indonesia €

srikandi Kot

a. Visd g

Menjadi perusahaan mampu’® pin penjualan dibidang bisnis

2. Vis

restoran ayam goreng e l\% angan menen ~.
b. Mis d'BestO

Mampu menjadi perusahaan yang berkontribusi untuk memberikan banyak
manfaat, kebaikan serta kemaslahatan bagi banyak kalangan dan orang-orang

sekitar seperti keluarga, karyawan dan khalayak banyak.
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3. Profil & ljin Usaha d'BestO
D’besto merupakan salah satu cabang usaha dibawah naungan PT. Setya

Kuliner Mandiri sebagaimana yang terdapat didalam Akta Notaris Muhammad

resto yang di pimpi nn;};a_ jurr_ﬂah karyawan di rgsté"Sri kandi ialah orang dan satu
orang kepala resto. Struktur~ ofgahis@s'?" rétb Srikandi ialah seperti gambar,
Karyawan setiap toko sama jumlah karyawannya. Jumlah karyawan disesuaikan
dengan kebutuhan setiap resto sesuai shift jam kerja. Umunya d’Besto memiliki 2
shift jam kerja. Shift jam kerja berhubungan dengan jam mula dibukanya resto.

Untuk hari biasa, d’Besto mulai membuka resto jam 7.00 pagi hingga jam 22.00.
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Pergantian shift satu dengan shift dua dilakukan pada jam 15.00 sore. Setiap shif
jam kerjaterdapat tiga karyawan yang bertugas di Restoran cabang Srikandi.

Gambar Struktur Organisasi D’Besto cabang Srikandi

pemasaran. Supervisor j&éé"'maigbntrol setigp resto berkaitan dengan

Pemasaran, kenyamanan resto, dan menyediakan media promos resto di

wilayah kerja.
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Kepalaresto

3.

Kepala resto merupakan seorang karyawan yang diberikan tugas khusus.

Tugas kepalaresto ialah mengatur jam shift karyawan resto. Selainitu, kepala

0, Setiap harinya dan

sumen meliputi

' konsumen yang
juga bertugas

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau
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BAB 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a Antara Pemegang
a Pekanbaru.

wa ,
da ini d’besto
=s{oran cepat saji
Y

@nbaru. Adapun
= -
‘-; dijelaskan
‘ |

’ |
]
)
erja

anjian

/
iy,

ora
Poperasional

s
3

-

)\ N e
Pada awal i men mekanismenya adalah

perlunya presentasi darglh I{D to ‘Qs_g}Kulmer Mandiri) kepada calon
investor mengenai profil usaha secara detal Sebagaimana yang disampaikan oleh
Ibu Eli Mainida selaku managing partner d’besto di area Pekanbaru, Riau. Bahwa
dalam tahap permulaan ini pihak d’besto selain memberikan penjelasan mengenai
profil usaha juga bagaiamana standar dalam menjalankan usaha restoran d’besto

ini. D’Besto selaku perusahaan yang bergerak dibidang kuliner tentunya
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memberikan penjelasan serta pengalaman secara detail akan keberhasilan dan
kesuksesan yang menjadi tolak ukur bagi d’besto untuk disampaikan kepada calon

Investor. Standarisasi usaha yang dimaksudkan adalah sebagal hal yang utama atau

prinsip utama da a ini Kk aaba tentunya tidak

menjadi kewajiban baéi s_gtia_p penerima waralqba"égar mengikuti prosedur yang
telah dirancang oleh pihak d’t;esté. T'idak""lup.)-é”pula bahwa calon investor tentunya
harus mempersiapkan sgjumlah dana yang akan dipergunakan untuk investasi. PT.
Setya Kuliner Mandiri (d’besto) telah memberikan serta menyiapkan format yang
nantinya akan digunakan muntuk mengetahui sejauh mana ketertarikan investor

sertadatadiri dari calon investor. Selain itu juga untuk mengetahui berapa besaran
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finansial daripada calon investor. (wawancara bersama dengan Ibu Eli Mainida,
tanggal 10 Oktober 2019, bertempat di d’besto cabang srikandi, Kota Pekanbaru)

Setelah adanya pengisian dokumen tersebut, pemilik waralaba (d’besto)

pa. EéCtérsebut berisi tentang
fakta-fakta yang terkai{ de___znge_ln keuangan maupun hal yéng berkaitan dengan non
keuangan d’besto chicken and~bur'l‘ger.' Laﬁbra;-keuangan tersebut secara detail telah
melalui proses auditing oleh para akuntan public yang telah ditunjuk kemudian
diberikan lebih kurang dalam waktu 10 hari sebelum penerima waraaba

memberikan keputusan terkait dengan pembelian hak waralaba dari pihak d’besto.
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FOC ini adalah dokumen yang memberikan gambaran secara keseluruhan
mengenai strategi dan kebijakan bisnis dalam operasionalnya. Dokumen itu disusun

berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana yang berlaku di wilayah Indonesia.

Merupakan sebug " agar_ memberiki | erkait dengan situas

maupu §u ' 3N perjanjian
D .- [

waralaba ‘:"" ] ‘,.7:? attl Upa ‘Buguna g’ serlindungan

hukur'r:: _ Spberi waralaba.
\ _

Dengllf " 4 ©Ukiam ya ga hak-hak antar

para piﬂ

¥

- | apabila terjadi
3
hambatar
un 2007 telah
: beri waralaba
untuk pba seat akan
melaksaun an’ xjer Jenga | ,:Ut:
a  Iden :
b. I\:ﬁ‘}u y
C. Hlstgé egiata A\ .\ '/7/
d. Susunanb({atsw perusahaz ,f @

e.  Dokumen keuangg \\\_\'
f.  Jumlah waralaba

g. Senara pihak penerimawaraaba

h.  Ketentuan antara pemberi dan penerimawaralaba
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Selain itu ada kewgjiban lain dimana pemberi waralaba berkewajiban pula
untuk memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional

manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba

mel akukan transaksi pémbellan waral aba sebagai aman yéng telah ditawarkan oleh
pihak d’besto, maka tahap sélanjutnya jiaitti--berumusan MOU (memorandum of
understanding) “atau nota kesepakatan”, “perjanjian kerjasama”, “perjanjian
penda- huluan” dan lain-lain (wawancara dengan Ibu Musnimar selaku Investor,
pada tanggal 11 Oktober 2019). Secara garis besar nota kesepakatan formatnya

adalah sebagai berikut :
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1. Secara konten atau isi, kesepakatan berisi hal yang sangat ringkas dan
biasanya hanya dalam satu halaman sgja.

2. Memuat hal-hal yang pokok dan penting sagja

3. S 2 _7';..‘ endahuluan UNMUKC = gan perjanjian lain

- “‘ - = T
. 4
.- N

4. Merr okt cetald fasy beslaku. Esdpekatan tidak

4.

ara otomatis

k. agar membuat

3

’
lam
’

: n kedua belah
, membuat dan
I
erupakan langkah
preventif apabila 5 hal pembatalan
perjanjian. l&i‘é}ng K dibatalkan (wawancara
bersama denga bu G t V.Lg"a; er"ZUy/bertempat di d’besto
cabang srikandi, Kot aru)
Hal yag harus dilakuka l&eIS(yM}ad\d’ah menentukan lokasi outlet. Lokas
outlet yang d’besto terapkan adalah sistem kontrak bangunan dengan jangka waktu
lima tahun. Investor mendapatkan batas-batas geografis yang d’besto tetapkan

secara eksklusif. (wawancara bersama dengan Ibu Eli Mainida, tanggal 10 Oktober

2019, bertempat di d’besto cabang srikandi, Kota Pekanbaru).
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Di dalam area protected territory ini d’besto chicken & burger tidak
dibenarkan untuk memberikan ha-hak waralaba kepada pihak lain maupun

mendirikan bisnis sgenisnya. Baik itu bertujuan untuk menyaingi ataupun tidak.

pihak d’besto chicken

oleh d’besto

tersebut menjadi hak

- 4
waralaba yang dlberlk/&(eh d’besto ke ada,pnkr nbeli waralaba. (wawancara
e

bersama dengan Ibu Eli Mai ktober 2019, bertempat di d’besto

d 0 rjanjiar Pa. Ar

cabang srikandi, Kota Pekanbaru).
Pada Implementasinya area waral aba pada umumnya dapat dibebankan target
maupun deadline yang terkait dengan jumlah outet yang harus segera dibuka dalam

jagkawaktu tertentu. areayang dimaksudkan adal ah areafranchise yang dibenarkan
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untuk menjual hak waralaba yang telah dimiliki kepada investor baik secara
individu maupun multiinvestot. Secara Individu bahwa Investor selaku atas nama

sendiri atau sebagal pemegang hak waralaab hanya untuk satu outlet dan memiliki

pemberi waralaba untu{< rgl<or_r1mdasi nateri iklan é'tjar Qap untuk dipresentasikan.

Adapun masa waktu yz;\ng 'I‘diaiokéﬁ kan untuk memproses restoran hingga
sampai kepada tahapan soft opening adalah kurang lebih selama 2 hingga 3 bulan.
Setelah lokasi telah diperoleh dan dapat dipastikan dan telah mengalami berbagai

prosedur panjang maka akhirnya dibentuklah perjanjian kerjasama waralaba

sebagal bagian dari tindak lanjut atas MOU yang pernah dibuat. Perjanjian
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kerjasama ini dibentuk atas kehendak kedua belah pihak. Menurut perjanjian ini
bahwa tercantum berbagai ketentuan terkait dengan hak dan kewagjiban pemberi

waralaba maupun penerima waralaba. Persyaratan lokasi usaha, pelatihan serta

bahan baku) bigya perizinan, perlengkapan masak, perlengkapan fasilitas sepeti
meja, kursi dan sebagainya jugai 8 dibutuhkan dalam

proses awal | erah, (Wawanc: , Mushimar selaku | nvestor,

sebaga dana cadangah gntL_Jk menutup berbagaii" =k&ugian pada awal usaha
dioperasikan. Adapaun yang d‘i ma'llksu'd dengan investor fee merupakan pembiayaan
seluruh hak waralaba yang dikeluarkan oleh penerima waralaba setelah dapat
dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagai investor sesuai dengan kriteria.
Sistem pembayaran hanya berlaku satu kali dalam satu masa perjanjian. Investor

memiliki kewajiban untuk membayar kepada d’besto chicken and burger. Dalam
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jangka waktu waralaba yakni 5 tahun yang mana biayanya dibayar di muka (sudah
termasuk paket investasi) pembayaran dapat dilakukan dalam 1 kali transaksi atau

pun dengan sistem pembayaran biaya dengan angsuran dengan persentase 90%

/a akan kembali

modal nya 0 nadla._tahun k telah d’be erdperasi. Menurut

demikian juga be(glyu dala

berarti dapat dengan mﬁdef] atau bersikap mtmg_»MLB(a dari itu harus tetap tunduk
pada aturan maupun pro&dur ya"ng \elah“‘dltetapkan Ini sebagai dari aspek yang
penting bagi pemberi maupun penerima waralaba, kemudian juga terkait dengan

masal ah kepastian hukum yang harusjelas. Banyak investor yang akhirnyaberakhir

gagal karena mengabaikan hal penting.
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Bahwa dalam hal ini penerima waralaba memang dapat menjalankan
usahanya akan tetapi dalam hal ini pemberi waralaba memberikan sepenuhnya hak

operasional usahaatas dengan pertimbangan pihak pemberi waralaba yakni d’besto

Pentingnya 'p.ffc.)_. o
informasi bagi pemen ntah. gju atas perjanjian waral aba,
penerima waralaba waj'ib gntt_jk memberikan konfi"r'fhasil terkait dengan perjanjian
waralaba tersebut kepada pémérintm "‘Dir;éfapkan melalui pelaporan tersebut
mendapat tindak lanjut, agar pemerintah mengetahui keberadaan usaha tersebut

serta bertujuan untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi

penerima dan pemberi waralaba.
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 memberikan
kewajiban bagi penerima waralaba untuk dilakukannya pendaftaran atas perjanjian

waralaba yang mana perjanjian waralaba dapta diberlakukan oleh pihak lain.

Adapun dokumeq j harus ilengkapi adalah

Afer

diantarap _huKt
Peraturs ratka atu perjanjian

-
gy bersfiat bawah
Ty

Perjanjlan‘ aba doman pada ketentuan

A
pasal Peratl a
1. Namadan aa ak! -

2. Jenisha @“v l

3. Kegiatan usaha;

tidak di

sulapaling sedikit

s

4. Hak dan kewajiban para pihak;

Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi waralaba yaotu berupa
pelatihan, bantuan fasiitas, bimbingan teknis operasional serta pelatihan, bantuan

fasilitas serta pelatihan pemasaran serta segala macam bentukk informasi terkait
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dengan objek waralaba. Selain ada kewajiban pemberi waralaba adajugakewajiban
penerima waralaba yang dilakukan oleh penerima waralaba yaitu melakukan

kegiatan pendaftaran waralaba selain itu juga penerima waralaba turut serta dalam

proses kegiatan B an pelatihan awal,
operasiQ usahaini
secrara a waralaba
diberikan *bertujuan untuk
memastika gl Selain itu juga

Adapun yang m{enjaji _hak penerima wa[aléba ylaitu mendapatkan segala
bentuk informasi yang memiiiki 'I"'hubunj'an I-d-éngan penemuan maupun ciri khas
usaha yang menjadi obyek waralaba serta mendapat bantuan teknis, fasilitas,
bimbingan operasional, pelatihan serta pemasaran yang diberikan pemberi waralaba

serta memberikan segala macam informasi yang menjadi obyek waral aba.
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Sementara untuk pengakhiran dan pemutusan perjanjian, memiliki jangka
waktu berlakunya dan berakhir dengan habisnya jangkawaktu pemberian waral aba

kecuai jika diperpanjang oleh para pihak. Bahwa pihak terhadap siapa suatu

perikatan tidak dig apat mer nggantian ian dan bunga seperti

keuntungan yang bwaF tgrseput akan didapatkan oleh bara pihak apabila kedua
belah pihek saling memberikan e NS nerginya yang betujuan untuk
keberhasilan perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba merupakan sebagai bentuk
perlindungan hukum bagi para pihak dan perjanjian yang diberlakukan d’besto ini

merupakan perjanjian baku timbal balik, hal ini mengingat bahwa d’besto dengan
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para penerima waralaba memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang
tentunya dengan solusi-solusi yang akan mereka capai kedepannya.

Daam proses pendiriannya, waralab dapat diwujudkan dengan adanya

melakukan Kesepakaten, dz | fon, untuk memberi

persetujuan i ngjnelPara masifig Masing piak Petjenjian dipastikan

K esepakatan ada{lah_f ke_hendak para pihak )'}éng Imenyatakan sepakat dan
mengikatkan diri. Kesepakaian,dalam p’erjéﬁj'ian oleh kedua belah pihak harus
memiliki kesamaan kebebasan berpendapat. K ebebasan tersebut dapat dinyatakan
atau secara diam. Dengan demikian sebuah perjanjian tidak ada akan berlaku

apabila adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan.
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Kecakapan digambarkan sebagai kepantasan bagi seseorang untuk
mel akukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini yaitu perjanjian, dalam pandangan

hukum bahwa setiap orang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali

K esepakatan méup_aka_un asas yang san_gat'""intil dari Hukum Perjanjian
memiliki arti “kemauan” (wiI~I) élari 'par'é' plhak agar saling memberikan prestasi
serta kemauan secara bersama untuk mengikatkan diri kedalam suatu perjanjian.
Dengan atas dasar kemauan tersebut lahirlah sebuah kepercayaan atas perjanjian
tersebut telah terpenuhi. Konsesualisme merupakan asas yang memiliki kaitan

dengan asas dengan kekuatan mengikat serta asas dalam kebebasan berkontrak
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sebagaimana yang dijelaskan melalui pasa 1338 ayat (1) KUH Perdata yang
menyebutkan “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya*

akan te dukan para
pihak ya Ituj uan serta
prinsip sa -aksud dalam
pasal 133 asan untuk

ketertiban umum | - serta _é_téntuan perundang-
undangan negara’;/g;ng berlakii . Lanp‘an merupakan undang-
undang bagi para pi hali yg_ang_telah dibuatnya, mak"'édarli itu perlu melihat bahwa
kebebasan yang diberikan bukén kebebawn f;ﬁpa adanya syarat.

Para pihak apabilatelah memenuhi aturan serta ketentuan yang telah berlaku
maka tentunya bahwa tidak akan terjadi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian di
kemudian hari. Dalam perjalanan perjanjian tentunya tidak selalu berjalan baik

mengingat bahwa beberapa permasalahan akan selalu muncul. Sebagaimana
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dengan hal wanprestasi. Wanprestasi membuat timbulnya hak dari pihak lain yang
merasa dirugikan, oleh karenaitu pihak tersebut menuntut ganti rugi atas tindakan

wanprestasi tersebut.

, berikut adalah

ganti rugi itu berupa pembayaran utang denda;”

Kelalaian yang diakibatkan oleh kreditur yang dapat dipertanggungjawabkan
adalah yaitu :

1. Keadaan memaksa dari Debhitur;
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2. Beban beralih kepada kerugian kreditur kemudian debitur hanya
bertanggung jawab atas perbuatan yang disengga atau kesalahan fatal

lainnya;

3. Kreditur te __*k‘_-‘_.‘-! _ A | . .- prestas kembali (

nNa tuntutan

oun
l
J
| erugian yang
4 !

" S akan tetapi
'y

disertai  dengan

’

algakibat terlambatnya

/J
#

get baik susunan maupun
ersebut namun dalam
pelaksanaannya diketahui ba % tidek serta merta depet berjalan sesua
harapan. Berbagai kondisi membua N pelaksanaan kontrak tidak sesuai lagi
akhirnya terjadilah persengketaan antara pihak pemberi waralaba dengan pihak
penerimawaralaba, dalam hal ini bahwapihak dari penerimawaral abamemberikan

somasi kepada d’besto atas kelalaian yang dilakukannya. Hingga nyaris sgja
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pemutusan kontrak terjadi, apabila pemutusan kontrak terjadi makadapat dilakukan
secara sepihak meskipun kontrak dinyatakan belum berakhir sesuai jangka.

Kasus yang terjadi Gerai tersebut beroperasi £ 1 — 2 Tahun dengan sistem

sewa, dalam hal i kesal af eharusnya pengiriman

yang menyatakan car'c';l baggimana nelakukan suatu penyelesaian atas suatu
perselisihan atau sengke SN GROR. St

Permasdlahan dalam perjanjian wardlaba selalu  muncul  ketika
pelaksanaannya telah berjalan dalam jangka waktu 1 hingga 2 tahun outlet
beroperasi. Dengan adanya hal tersebut tentunya menjadi perhatian khusus bagi

para pihak, bahwa para pihak harus mengingat bahwa perjanjian yang telah
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disepakati sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak tentunya telah memuat
hal-hal yang dianggap dapat menyelesaikan sengketa. Dari berbagai permasalahan

yang timbul bahwa perlu bagi para pihak untuk mencari jalan keluarnya.

ehagaimana yang

tempat  untuk

hubungan yang berkes{na__r_.'nbgngan bukan sebagai "'Rompl)etitor melainkan sebagai
usaha yang saling memberi Kanmanf 2t dan I;éuntungan.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah melalui aturan-aturan
hukum yang dibuatnya, sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum (rule of
law. Dalam konteks penegakan hukum terhadap bisnis waralaba ini, tentunya

sangat ditentukan oleh peran para subyek hukum dalam mendukung berlakunya
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hukum melalui pemenuhan isi perjanjian, baik itu oleh franchisor maupun

franchisee. Bagaimanapun tegaknya dan terealisasinya isi perjanjian yang

disepakati merupakan landasan hukum yang harus dijaga dalam memberikan

berubah-ubah is firan itu sendiri secara

formal. (
B. Faktor Peﬁélr;}amb Jam. Pelaksan qjamlm Kerjasama Pola
Titip Kelola An{arfc_\ Pemegang zin D’b‘esf'd' Chlicken & Burger Dengan
Investor Di Kota Pd<a}1ba{ru \
Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara D’besto dengan para Investor
tentunyatidak selalu dalam keadaan lancar. Ada hambatan-hambatan yang dtemui

oleh para pihak dalam pel aksanaan perjanjian menurut hasil wawancara dengan [bu

Musnimar selaku Investor, padatanggal 11 Oktober 2019 adalah sebagai berikut :
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1. Mengena Pgak atas royalti (PPn) selama ini menjadi beban

terwaralaba, sedangkan royalti yang diterima oleh pewaralaba adalah

nilai bersih dari gross sales

3. gross sales, namun

dari keuntungan/omzet';ya[_-ng t_elah diperoleh terwaréfabaltiaptahunnya.

Biasanya para pewarajabé ményédiaién penyalur bahan baku bagi para
terwaral aba untuk memproduksi produknya dan beral asan bahan baku dari penyalur
yang telah digjak bekerjasama oleh pewaralaba telah memenuhi standar mutu.

Sehingga harga bahan bakunya pun agak Iebih murah dari harga pasar, padahal dari
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kerjasama dengan penyalur tersebut, pewaralaba juga mendapatkan komisi dan

margin keuntungan yang diperoleh oleh terwaralaba menjadi |ebih kecil.

Beberapa pewaralaba menyediakan opsi menarik untuk para calon

restoran cepat sgji deng'én __prqduk yang sama.

Pewaralaba mengharusl;an 'I"pafa terwaral aba menggunakan aksesoris yang
seragam pada tempat usahanya, baik menyangkut warna tempat, papan reklame,
pernak-pernik, dan aksesoris lainnya. Sehingga daya kreatifitas yang ingin

dikembangkan oleh terwaralaba menjadi terbatas untuk menarik para konsumen.
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Hal tersebut menjadi nilai negatif bagi wirausahawan yang mempunyai kreatifitas
tinggi bagi tempat usahanya.

Salah satu kunci keberhasilan dalam membantu suatu bisnis adalah memilih

adi kan sebagal tempat

CE

TS

Iy ey b

=N
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesmpulan

pat. diambil kesimpulan

[l Kitab Urfr?g . ! ' 3 'Perjanjlan Daam praktek
: _
di lapangan teﬁacz ~ penyimpanga pelﬁin‘vggaran yang dilakukan oleh

franchisee. Penwmpan&an‘.lml .‘_mélalmbulkan wanprestasi yang berakibat
kerugian pada franchisor. Konsekuensi yuridis dari tindakan wanprestasi
adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk
menuntut ganti kerugian kepada pihak yang menyebabkan kerugian.

Terhadap kerugian yang harus ditanggung franchisor ini, berlaku
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perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan seperti yang disebutkan
dalam pasal 1267 KUHPerdata.

Ada hambatan-hambatan yang dtemui oleh para pihak dalam pelaksanaan

Adapun saran Pmull

Untuk menghi n(':;lari_; ma_salah dalar pelaksanaan perjanjian bisnis waral aba,
franchisor harus mel akukansel 'eksi"‘ket;f'terhadap parafranchesee / kandidat
yang benar — benar telah terkualifikas dengan baik (tidak hanya sekedar
modal ), melakukan langkah — langkah preventif seperti pembuatan kontrak
yang mudah dipahami, meminimalkan celah-celah hukum ( loopholes) dari

kontrak perjanjian yang bisa digunakan secara sepihak, dan adanya
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